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a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan
dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk
meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih belum
terselesaikan dan mengalami berbagai kendala sehingga
diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai
akses secara menyeluruh pada akhir tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);
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6.

Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD.
Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air
minum non perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air
berkualitas dan berjarak sarna dengan atau lebih dari 10 meter dari
temp at pembuangan kotoran darr/ atau terlindung dari kontaminasi
lainnya.
Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai saran a yang arnan,
higienis, dan nyarnan, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan
di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

3.
4.
5.

Pasal1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.
2.

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAANAIR MINUMDAN PENYEHATANLINGKUNGAN
KABUPATENLOMBOKBARATTAHUN2019-2024.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5802);

6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-
2019;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru mahan
Rakyat Nomor 27 jPRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum;

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat No 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

11. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang
Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;



Dalam hal pelaksanaan RADAMPLKabupaten LombokBarat Tahun 2019-2024
dengan dana di luar APBD Kabupaten Lombok Barat maka pelaksanaan
program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan OPD teknis
terkait. I

Pasa16

Pelaksanaan RADAMPLKabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 adalah
melalui integrasi ke dalam program/kegiatan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah
Provinsi,Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal5

BAB III
PELAKSANAANRADAMPLKABUPATENLOMBOKBARAT

TAHUN2019-2024

RADAMPLKabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan
RPJMDKabupaten LombokBarat menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam
penyusunan RKPD, Renja OPD, dan APBDKabupaten Lombok Barat sampai
dengan tahun 2024.

Pasal4

RADAMPLKabupaten LombokBarat Tahun 2019-2024 berfungsi sebagai :
a. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi

yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan
kelembagaan;

b. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum
dan sanitasijangka menengah daerah (5 tahun);

c. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk
setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi
pengembangan air minum dan sanitasi;

d. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran pada
bidang AMPLmelalui integrasi RADAMPLke dalam RKPDdan APBD.

Pasal3

RAD AMPL Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 berperan sebagai
instrumen sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari
berbagai sumber pembiayaan selama 2017 sampai dengan 2021 dalam rangka
pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional yakni
akses secara menyeluruh pada Tahun 2024.

Pasa12

BAB II
PERAN,FUNGSI,DANKEDUDUKANRADAMPL
KABUPATENLOMBOKBARATTAHUN2019-2024

7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen
operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam
pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai
pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan
pencapaian akses secara menyeluruh pada tahun 2024.



I

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2019-2024 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pemantauan pelaksanakan RAD AMPLdilakukan minimal 2 kali dalam
setahun;

b. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun
pelaksanaan;

c. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPLmenjadi bahan penyusunan
kebijakan AMPLtahun berikutnya dan merupakan informasi publik;

d. Kepala OPD Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi
programjkegiatan RADAMPLyang menjadi tanggung jawab OPD masing
masing;

e. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaianjpenyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan
perbaikan Zpenyempurnaan;

f. Kepala OPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada
Kepala Bappeda;

g. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut
pendapat dan masukannya tersebut;

h. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RADAMPL;

i. Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaianjpenyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan
rekomendasi dan langkah-langkah penyempumaan untuk ditindaklanjuti
oleh KepalaOPD;

J. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut
perbaikanjpenyempumaan kepada KepalaBappeda; dan

k. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada
Bupati.

Pasal9

BABIV
PEMANTAUANDANEVALUASIPELAKSANAANRADAMPL

KABUPATENLOMBOKBARATTAHUN2019-2024

(1) Pelaksanaan RADAMPLKabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 tetap
harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun
sebelumnya;

(2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran
tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2024,
maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPDdan Renja SKPDberdasarkan
laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RADAMPL.

Pasal8

Pendanaan pelaksanaan RADAMPLKabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024
terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap
berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Barat dengan pihak penyandang dana.

Pasal 7



BERITADAERA KABUPATENLOMBOKBARATTAHUN2019 NOMOR

FIQ

Diundangkan di Gerung
pada tanggal ..9 Oktober 2019

SEKRETARISDAERAH a~
KABUPATENLO BOKBARAT,r

Ditetapkan di Gerung
(j_pada tanggal q, Oktober 2019T BUPATIL MBOKBARAT,r

Peraturan Bupati Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Barat.

Pasal11

Dokumen RAD AMPLKabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal10

BABV
KETENTUANPENUTUP
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II. Dasar Pembentukan
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali,
Nusa TenggaraBarat dan Nusa TenggaraTimur (LembaranNegara
RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5679);

3. Undang-UndangNomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor82);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5802);

I. Latar Belakang
Dalam rangka pemenuhan komitmen pemerintah daerah untuk
keberhasilan Sustainable Development Goals (SDG's)yakni Akses
Universal AirMinum dan Sanitasi Tahun 2019 bagi penduduk baik
di Perkotaan maupun di Perdesaan berdasarkan RPJMN2014-2019.

Bupati LombokBarat
KepalaBappeda Kabupaten LombokBarat

: 30 Oktober 2019
/ /03-Bappeda/2019

PentingSegera
1 Exp
Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Barat
Tentang RAD AMPLKabupaten Lombok Barat Tahun
2019-2024

NOTA DINAS

Kepada yth.
Dar i
Tanggal
Nomor
S i fa t
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)
JIn. Soekarno-Hatta GiriMenang-Gerung Telp./Fax. Kepala (0370)681442,

Sekretariat (0370)681042, Bid.Sosbud (0370)681037, Bid.Fisik (0370)681332
Website: http://bappeda.lombokbaratkab.go.id email: stapelbappedalob$ahoo.co.id

'1'
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III. Manfaatatau Kegunaanbagi PemerintahDaerah atau KepalaDaerah
Manfaat;
1. Menyelesaikanpermasalahan dan tantangan pengembangan air

minum dan sanitasi di Kabupaten LombokBarat.
2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik

(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan
hokum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan
prasarana dan sarana sanitasi.

3. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.

Kegunaannya;
Sebagai acuan rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air
minum dan penyehatan lingkungan untuk periode5 (lima)tahun oleh
Pemerintah Daerah, Penyelenggara dan Pemangku Kepentingan
lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan air
minum dan sanitasi yang aman dan berkualitas.

6. Peraturan PresidenNomor185Tahun 2014 tentang PercepatanAir
Minumdan Sanitasi (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun
2014 Nomor389);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
PembangunanJangka MenengahNasional2015-2019;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem
PenyediaanAirMinum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja PemerintahDaerah;

10.PeraturanMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No
29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umumdan Perumahan Rakyat;

l1.Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standar
Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar
PelayananMinimalBidangKesehatan.


